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ABSTRAK

Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan
program pemberian makanan tamahan (PMT) sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan masih terdapat permasalahan dalam
penyelenggaraanya seperti masih kurangnya informasi yang disampaikan dan kurangnya sumber daya, dan
takaran makanan yang diberikan tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. teknik
penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 12 orang informan, teknik
analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji
kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan trigulasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemberian makanan tambahan di
Desa Ujung Murung sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama Komunikasi yaitu dengan kejelasan,
konsistensi, dan sosialisasi yang kurang baik. Kedua Sumber Daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran
yang kurang tercukupi. Ketiga Disposisi yaitu komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang sudah berjalan
dengan baik. Keempat Struktur Birokrasi yaitu standar operasional prosedur SOP yang kurang berjalan dengan
baik dan tugas dan fungsi yang sudah dijalankan dengan baik. disamping itu faktor yang mempengaruhi
program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu
dukungan pemerintah desa dalam penyelenggaraan dengan menyediakan fasilitas dan delivery petugas
penyelenggara. Sedangkan faktor penghambat yaitu koordinasi penyelenggara dan maindset masyarakat
mengenai stunting.

Agar program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung berjalan dengan baik maka
penulis memberikan saran: Kepala Desa untuk meningkatkan pembinaan dan memberikan fasilitas, sosialisasi
dan pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kader penyelenggara.
Aparat Desa untuk memberikan dukungan dengan mengajukan anggaran pelatihan untuk penyelenggara.
Pengurus program untuk meningkatkan dan membangun koordinasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan
program dan membangun kolaborasi yang baik antar petugas. Masyarakat untuk meningkatkan dukungan
terhadap progam pemberian makanan tambahan yang dijalankan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pemberian Makanan Tambahan, Stunting

ABSTRACT

Ujung Murung Village, Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency, is implementing a
supplementary feeding program (PMT) as an effort to prevent and accelerate the reduction of stunting. In the
implementation of the supplementary feeding program, issues were still found in its execution, such as the lack
of participation from the targeted community in the supplementary feeding activities, the insufficient role of
posyandu cadres in the program's implementation, and the inconsistent food portions provided. This study
aims to determine the implementation of the supplementary feeding program in Ujung Murung Village along
with the factors influencing it.

The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive qualitative type.
The data collection techniques in this study were through interviews, observations, and documentation. The
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informant selection technique used was purposive sampling, which resulted in 12 informants. The data analysis
techniques used were data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. Data
credibility was tested through prolonged observation, increasing persistence, and triangulation.

The results of the research show that the implementation of the supplementary feeding program in
Ujung Murung Village is quite good. This can be seen from: First, Communication, which is characterized by
a lack of clarity, consistency, and socialization. Second, Resources, which include human resources and budget
that are insufficient. Third, the Disposition, which includes commitment, honesty, and democratic nature that
have been functioning well. The fourth Bureaucratic Structure, namely the standard operating procedures
(SOPs), which are not functioning well, and the tasks and functions that have been carried out well. In addition,
factors influencing the supplementary feeding program in Ujung Murung Village are related to supporting
factors, namely the support of the village government in the implementation by providing facilities and delivery
by the organizing officers. Meanwhile, the inhibiting factors are the coordination of the organizers and the
community's mindset regarding stunting.

To ensure the supplementary feeding program in Ujung Murung Village runs smoothly, the author
suggests: The Village Head should enhance guidance and provide facilities, socialization, and training to the
community, as well as training to improve the competence of the organizers' cadres. Village officials to provide
support by proposing a training budget for the organizers. Program managers to improve and build better
coordination in program implementation and foster good collaboration among officers. The community to
increase support for the supplementary feeding program run by the government.

Keyword: Implementation, Supplementary Feeding Program, Stunting

PENDAHULUAN

Tantangan permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan dan harus
benar-benar dieperhatikan terutama pada ibu hamil yang mengalami anemia atau sering disebut
dengan ibu hamil KEK dan balita yang kekurangan gizi. Anemia pada ibu hamil sering kali
disebabkan karena kurangnya zat besi yang merupakan masalah gizi yang umum di Indonesia.
Menurut Kementrian Kesehatan RI, pada tahun 2018 prevelensi anemia pada ibu hamil mencapai
48,9%. Sedangkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevelensi
stunting di Indonesia mencapai 30,8% hal in menandakan bahwa hampir satu dari tiga anak balita
mengalami masalah pertumbuhan yang serius. Penyebab utama stunting adalah asupan gizi yang tidak
mencukupi, inekfeksi berulang, dan praktik pemberian makanan yang tidak memadai. Untuk
mengatasi kedua permasalahan gizi tersebut diperlukan intervensi gizi yang kemprehensif dan
berkelanjutan salah satunya dengan diadakannya program pemberian makanan tambahan yang
diselenggarakan di desa-desa.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka untuk selalu menjaga pola makan
yang sehat dan bergizi masih minim. Masyarakat masih sembarangan dalam mengonsumsi maupun
menyediakan makanan untuk keluarga. Masa kehamilan dan balita merupakan masa pertumbuhan
manusia yang mana masa pertumbuhan tersebut harus diperhatikan lebih khusus pada pola makan.
Makanan yang diberikan harus memiliki gizi yang cukup agar dapat terhindar dari stunting. Selain
itu untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat dengan tujuan memberikan
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Stunting sendiri merupakan permasalahan yang serius yang harus ditangani dengan tepat oleh
seluruh lapisan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam rangka memerangi angka
stunting agar dapat menekan angka stunting yang terjadi di Indonesia. Program makanan merupakan
salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalah stunting ini.
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Berdasarkan pernyataan Kader KPM dan Kader Posyandu Desa Ujung Murung pernah menjadi
desa peringkat satu stunting di Amuntai Selatan yang tentunya menjadi beban tugas bagi pemerintah
desa untuk menangani permasalahan tersebut. Program makanan tambahan merupakan salah satu
upaya yang dijalankan di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan dalam rangka penurunan
angka stunting bagi balita dan ibu hamil KEK. Berdasarkan data yang diberikan Kader KPM
mengenai implementasi program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil KEK di
Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan sebagai observasi awal penulis dengan Kader KPM
desa Ujung Murung ditemukan data bahwa jumlah bayi stunting pada tahun 2021 sebanyak 8 orang
sedangkan ibu hamil KEK sebanyak 3 orang, pada tahun 2022 jumlah bayi stunting sebanyak 11
orang sedangkan ibu hamil KEK sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2023 jumlah bayi stunting
sebanyak 15 orang sedangkan ibu hamil KEK sebanyak 2 orang.

Berdasakan data tersebut populasi anak stunting dan ibu hamil KEK di Desa Ujung Murung
Kecamatan Amuntai Selatan tidak terlalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun bahkan pada
kasus bayi stunting meningkat setiap tahun. Kemudian berdasarkan obsevasi penulis yang bersumber
dari diskusi penulis dengan kader posiyandu yang mengelola program menjelaskan bahwa program
pemberian makan tambahan pada balita dan ibu hamil KEK ini merupakan program yang dijalankan
langsung oleh desa atas dasar diskusi desa bersama Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. Maka program tersebut dijalankan oleh kader posiyandu desa bagian
KPM untuk mengelola mengenai program pemberian makanan tambahan dan ibu hamil KEK yang
dana operasionalnya dianggarkan dan diambil langsung dari dana desa.

Observasi awal penulis ketika berdiskusi dengan kader posiyandu yang mengurus menengai
program ini penulis mendengarkan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh kader tersebut pun
juga penulis sudah ada berbicara dengan salah satu penerima program yang mana ada permasalahan-
permasalahan yang terjadi ketika menjalankan program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung
Murung Kecamatan Amuntai Selatan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis maka
terdapat beberapa fenomena masalah dalam program pemberian makanan tambahan pada balita dan
ibu hamil kek untuk pencegahan stunting, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi penyelenggara dalam menyampaikan informasi. Informasi yang kurang
jelas mengenai tujuan dan manfaat program karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan
penyelenggara mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Orang tua yang memiliki anak
stunting di Desa Ujung Murung sebanyak 15 orang namun hanya 8 orang yang bersedia datang
membawa anaknya untuk mengikuti program pemberian makanan tambahan.

2. Kurangnya sumber daya yang tersedia dalam penyelenggaraan program. Program pemberian
makanan tambahan di Desa Ujung Murung hanya dilaksanakan oleh Ketua PKK dan KPM yang
hanya berjumlah dua orang, jumlah penyelenggara tentunya masih tidak cukup untuk
menyelenggarakan program. Selain itu anggaran dana penyelenggaraan hanya tersedia untuk
penyediaan makanan tidak tersedia dana untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan
kompetensi penyelenggara program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung.

3. Kurangnya konsistensi penyelenggara dalam menjalankan program sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP). Takaran dan jenis makanan yang diberikan tidak sesuai dengan
ketentuan Jenis dan jumlah takaran makanan yang seharusnya diberikan untuk balita stunting
dan ibu hamil KEK. Sedangkan jumlah gizi untuk ibu hamil KEK dan balita terhitung dari usia
0-6 bulan kemudian pada usia-usia berikutnya tidak sama. Takaran makanan yang diberikan
harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada usia tertentu bagi balita maupun usia kandungan ibu
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hamil KEK. Pada pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) di Desa Ujung
Murung Kecamatan Amuntai Selatan, balita stunting dan ibu hamil KEK diberikan jenis dan
jumlah takaran makanan yang sama.

Berdasarkan pemaparan fenomena masalah yang peneliti temukan pada observasi awal tersebut
mengenai pelaksanaan program pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dan ibu hamil
kek pada Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan terhitung dari tahun 2021 sampai dengan
2023. Karena hal tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dalam pembahasannya maka peneliti
mengangkat judul penelitan yaitu “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN (PMT) UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA UJUNG MURUNG
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

METODE

Lokasi penelitian pada Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi posyandu pos 1 dan pos 2. Jumlah informan
pada penelitian ini sebanyak 12 orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu penelitian yang disajikan dalam
bentuk kata dan kalimat, meliputi pertanyaan dan prosedur berdasarkan data yang ditemukan dari
pengamatan di masyarakat dan analisis secara induktif. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dekriptif-kualitatif, penulis mencoba menggambarkan dalam bentuk tulisan
sesuai dengan kenyataan dan keadaan objek yang diteliti berdasarkan faktor-faktor yang ada pada
lokasi penelitian.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik porposive sampling yaitu teknik
pengumpulan data berdasarkan pertimbangan yang dirasa sesuai dan mengetahui tentang masalah
dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan tiga teknik yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Barret (Agustino, 2019) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan penerjemahan
kebijakan ke dalam suatu tindakan. Implementasi kebijakan artinya menjalankan atau melaksanakan
isi kebijakan yang telah ditetapkan.

Mazmanian & Sabatier (Agustino, 2019) mendifinisikan implementasi kebijakan sebagai
bentuk dari pelaksanaan keputusan yang berbentuk undang-undang. Di dalam keputusan tersebut
menggambarkan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara jelas sasaran dan tujuan yang akan
dicapai, serta cara-cara mengatur proses implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Yunus, 2016) implementasi adalah proses. Proses
implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok pada unit
pemerintahan atau suatu arahan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan.

Joko Widodo (Yunus, 2016) mengatakan bahwa implementasi adalah pelibatan unsur-unsur
sumber daya meliputi manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang kemudian bersama sama
menjalankan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan pernyataan ahli tersebtu dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses
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pelaksanaan kebijakan yang melibatkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.
Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat
dan implementasi kebijakan merupakan jawaban dari pemecahan masalah tersebut.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pada
teori George C. Edward III (Subarsono, 2015) Menurut Edward ada empat variabel yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai
tujuan dari pelaksanaaan perencanaan. Efektivitas implementasi terjadi apabila implementor
memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi juga akan memengaruhi hasil dari
suatu pelaksanaan perencanaan.
a. Kejelasan

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat dengan mudah dipahami.
Informasi harus disampaikan dengan jelas kepada komunikan yang tentunya akan
menghasilkan keberhasilan dari suatu komunikasi. Komunikasi yang baik tentunya
menghasilkan kejelasan dalam proses komunikasi tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan program pemberian makanan
tambahan (PMT) di Desa Ujung Murung masih kurang baik. Masyarakat berharap ada
pembinaan lanjutan mengenai takaran makanan bergizi. Jumlah takaran makanan yang
diberikan masih belum sesuai, ketidak sesuaian takaran makanan dapat mempengaruhi
informasi yang disampaikan dalam implementasi. Belum ada sosialisasi kepada masyarakat
tentang tujuan dari program sehingga masyarakat tidak terlalu perduli dan sehingga
penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

b. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan keteguhan,
kestabilan, atau keseragaman dalam melakukan sesuatu. Konsisten merupakan kemampuan
implementor untuk melakukan pekerjaannya secara terus-menerus berusaha sampai suatu
tujuan tercapai. Konsistensi dapat pula diartikan sebagai keselarasan pelaksanaan tugas yang
dilakukan oleh implementor hari demi hari dalam mengerjakan tugasnya, tentang bagaimana
implementor konsisten dengan keputusan yang telah diambil dan disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, konsistensi penyelenggara program masih kurang
konsisten. program selalu dilaksanakan setiap tahunnya selama 15 hari berturut-turut.
Penyelenggara program konsisten mengantarkan makanan jika penerima program tidak bisa
mengambilnya. Namun konsistensi mereka pada waktu pelaksanaan program masih belum
konsisten yang mana pelaksanaan program tidak dilaksanakan pada satu waktu namun tidak
menentu di setiap harinya selama 15 hari.

C. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara mengkomunikasikan suatu kebijakan publik
kepada masyarkat dengan tujuan memberikan pengenalan dan penghayatan untuk dapat
dipahami dan diimplementasikan oleh mayarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sangat
penting melakukan sosialisasi mengenai suatu kebijakan kepada masyarakat agar informasi
mengenai maksud dan tujuan dari suatu kebijakan publik dapat tersampaikan kepada
mereka.
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Sosialisasi program pemberian makanan tambahan (PMT) di Desa Ujung Murung masih
kurang baik. Keyataanya tidak ada sosialisasi mandiri dari desa untuk masyarakat desa
tentang program pemberian makanan tambahan. Hanya kader posyandu yang menerima
sosialsiasi dari puskesmas, tidak ada sosialisasi untuk masyarakat desa, bahkan kader KPM
yang menjalankan program tidak menerima sosialisasi. Tidak adanya sosialisasi tentunya
sangat mempengaruhi kejelasan informasi yang disampaikan kepada objek kebijakan.

2. Sumber Daya
Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam konteks ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Sumber
daya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan penggunaannya. Sumber
daya dapat berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan. Sumber daya sendiri harus
dipertimbangkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan karena
sumber daya manusia merupakan penggerak utama dari suatu pekerjaan. Kualitas dan
kuantitas dari sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk
diperhatikan. Jumlah sumber daya manusia yang kurang tentunya dapat mengurangi tenaga
yang akan mengakibatkan efisiensi dari program karena kurangnya jumlah sumber daya
manusia. Selain itu kuantitas atau kompetensi keahlian seorang SDM juga harus sesuai
dengan tugasnya, sebab jika keahlian implementor kurang kompeten dibidangnya maka akan
berpengaruh pada keefektifan implementasi. Untuk meningkatkan kompetensi biasanya
dilakukan pelatihan agar implementor dapat meningkatkan keahlian.

Sumber daya manusia yang ada untuk menjalankan program masih kurang baik.
Penyelenggara program masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas
masih kurang karena tidak adanya pelatihan dan pengarahan khusus tentang standar dari
program pemberian makanan tambahn. Jumlah penyelenggara yang hanya dua orang juga
merupakan salah satu hambatan dalam penyelenggaraan, petugas merasa kewalahan dan
seharusnya juga ada bantuan dari kader posyandu yang lain agar sosialisasi program dapat
tersampaikan.

b. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu pendukung terlaksananya suatu program, karena jika
anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat mempengaruhi
efektivitas program yang dijalankan. Jika anggaran dana tidak mencukupi kebutuhan
penyelenggaraan tentunya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program.

Anggaran dana yang ada belum cukup memenuhi keperluan penyelenggaraan program.
Anggaran dana yang disediakan hanya cukup untuk makanan yang dibagikan dan honor bagi
penyelenggara namun tidak ada anggaran dana yang cukup untuk melaksanakan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara dan melaksanakan sosialisasi untuk
masyarakat.

3. Disposisi
Disposisi adalah sikap dari pelaksana yang diartika sebagai keinginan atau kesepakatan.
Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana juga harus memiliki kemampuan
untuk merepkannnya, serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan
tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yang efektif.
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a. Komitmen

Komitmen implementor dalam menjalankan suatu kebijakan publik merupakan salah
satu faktor penting agar implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik. Tanggung
jawab dan kesungguhan implementor dalam menjalankan tugas tentunya akan memberikan
dampak yang baik pula pada hasil dan tujuan sasaran program.

Komitmen dari penyelenggara dalam melaksanakan program pemberian makanan
tambahan di Desa Ujung Murung sudah cukup baik. Waktu penyelenggaraan yang tidak tentu
dan takaran makanan yang tidak diperhatikan tetapi komitmen mereka melaksanakan
kegiatan ini memang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan
program sesuai menu makanan dan jumlah hari yang diarahkan.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu sifat yang dimiliki manusia, seseorang dikatakan jujur
apabila perbuatan dan perkataannya tidak berbohong dan menyatakan yang sebenarnya.
Kejujuran merupakan sifat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam
bersosialisasi maupun dalam bekerja. Tidak terkecuali seorang implementor kebijakan
publik, mereka juga dituntut untuk memiliki sifat jujur dalam pelaksanaan tugasnya.
Kejujuran dalam pelaksanaan tugas di sini maksudnya jujur dari segi penyampaian, perilaku,
dan laporan-laporan yang diberikan.

Kejujuran penyelenggara dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan makanan
tambahan di Desa Ujung Murung langsung kepada sasaran sudah baik. kejujuran mereka
dapat dibuktikan dari pernyataan penerima program yang selalu menerima makanan mereka
selama 15 hari berturut-turut walaupun mereka berhalangan hadir tetapi penyelenggara
bersedia mengantarkan makanan langsung ke rumah mereka.

c. Sifat Demokratis

Indonesia merupakan negara demokratis, dalam suatu kepemimpinan seorang pemimpin
diharapkan memiliki sifat demokratis dalam mengambil keputusan. Sifat demokratis ini
dapat dilihat dari kesediaan pengambil keputusan untuk mendengarkan kritik dan saran dari
masyarakan terkait kebijakan publik yang dijalankan.

Penyelenggara program pemberian makanan tambahan memiliki sifat demokratis yang
baik karena mereka tetap mendengarkan saran-saran dari masyarakat. Namun kritik dan
saran dari masyarakat harus dipertimbangkan lebih lanjut karena dalam penyelenggaraan
program pemberian makanan tambahan ini mereka juga harus mendengarkan arahan yang
diberikan atasan sehingga saran-sara yang diberikan harus dipertimbangkan agar sesuai
dengan arahan yang diberikan kepada mereka.

4. Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah sturktur birokrasi. Walaupun
seluruh sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan
mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karean
birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks bagi banyak orang, maka hal ini menyebabkan
sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga dapat menghambat
jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.
a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Nisa, Muhammad Husaini, Munawarah | Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan ... | 377



JURNAL ISSN : 3063- 3664

KEBIJAKAN PUBLIK Vol. 2, No. 1, 2025

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan langkah-langkah atau tata cara
pelaksanaan sesuatu. Standar operasional prosedur harus berjalan sesuai agar implementasi
suatu program dapat berjalan dengan baik, mulai dari standar dari produk yang dihasilkan,
cara pendistribusian, sampai dengan penyampaian apakah sudah sesuai dengan yang
seharusnya disampaikan.

SOP dalam pengimplementasian program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung
Murung masih kurang sesuai dengan standar yang berlaku. Standar makanan yang
merupakan aktor utama dari penyelenggaraan program ini masih belum memenuhi takaran
yang sesuai, padahal tujuan dari dibagikannya makanan tersebut sebagai contoh bagi
masyarakat. Jika contoh yang diberikan tidak benar maka masyarakat yang mencontoh pun
akan melakukan hal yang tidak benar pula.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi di sini ditujukan kepada struktur birokrasi penyelenggara. Setiap
penyelenggara harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan baik agar tujuan dari
suatu kebijakan dapat tercapai dengan baik. Apabila tugas dan fungsi seorang implementor
tidak dijalankan dengan baik maka dapat mempengaruhi keefektivan suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian, sturktur birokrasi dalam penyelenggaraan program
pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung sudah menjalankan tugas dan
fungsonya dengan baik sebab mereka sudah berusaha menjalankan program ini sesuai arahan
dari atasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada implementasi program pemberian makanan
tambahan di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi program. Faktor-fator tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung dalam
pengimplementasian suatu kebijakan publik. Faktor pendukung implementasi program
pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung yaitu sebagai berikut.
a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab penyelenggara merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi keberhasilan tercapainya tujuan suatu program. Penyelenggara yang
bertanggung jawab akan memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sehingga pencapaian tujuan program akan diusahakan semaksimal mungkin.

Penyelenggara program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya menjalankan
tanggung jawab mereka sebaik mungkin khusunya dalam mengatasi partisipasi penerima
program yang tidak datang pada penyelenggaraan maka KPM akan mengantarakan makanan
mereka ke rumah-rumah. Sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara program untuk
memastikan makanan langsung diterima oleh sasaran penerima program.

2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang dapat menghalagi, menekan atau
menghambat terjadinya implementasil kebijakan. Faktor yang menghambat implementasi PMT
di Desa Ujung Murung yaitu:
a. Koordinasi
Koordinasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan
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program. Koordinasi merupakan bentuk penyampaian informasi dan perintah yang terjalin
dari atasan kebawahan maupun dari bawahan kepada atasan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keharmonisan koordinasi dari kader
posyandu dan petugas yang diberikan disposisi untuk menjalankan kegiatan tidak
terkoordinasikan dengan baik. Ketidakterlibatan kader posyandu dalam kegiatan ini
merupakan salah satu bukti bahwa koordinasi mereka tidak berjalan dengan baik. koordinasi
kurang baik ini berakibat pada makanan yang disajikan yang akhirnya tidak sesuai takaran
karena yang menjalani pelatihan dan sosialisasi dari puskesmas tenang program ini dan yang
memahami tentang isi piringku adalah kader posyandu walaupun mereka menang
menyampaikan kepada kader KPM namun koordinasi antara meraka dalam menyampaikan
masih belum dikatakan koordinasi yang baik karena balum dapat menyakinkan satu ama lain
untuk dapat bekerjasama dalam program pemberian makanan tambahan untuk pencegahan
stunting di Desa Ujung Murung.

b. Mainset Masyarakat Mengenai Stunting

Pola pikir merupakan cara seseorang untuk memahami apa yang terjadi, baik yang
terjadi di sekitar maupun yang terjadi pada dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan suatu program
pola pikir yang selalu menjadi perhatian adalah pola pikir masyarakat dalam menerima
program yang diadakan. Jika pola pikir masyarakat mengenai maksud dan tujuan program
bagus tentunya akan mempengaruhi kesadaran mereka untuk ikut serta berpartisipasi pada
penyelenggaraan program dan mengimplementasikan hasil sosialisasi program
dikehidupannya sehari-hari. Jika pola pikir suatu masyarakat dapat terjadi demikian maka
program sudah mencapai kesuksesan karena berhasil mempengaruhi masyarakat untuk hidup
sesuai dengan kebijakan dan program yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat tentang
program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung masih kurang baik. pengaruh
program ini belum menyentuh masyarakat karena masih ada yang tidak terlalu perduli jika
anak terdampak stunting. Pola pikir masyarakat tentang makanan bergizi masih diiringi
dengan pola pikir bahwa makanan bergizi itu mahal. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai program pemberian makanan tambahan dan perilaku
hidup bersih dan sehat salah satunya dengan memakan makanan yang bergizi.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa Implementasi program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung
Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan cukup baik. Hal
ini dapat dilihat dari: Pertama, dalam sub variabel komunikasi yaitu pada indikator kejelasan,
konsistensi, dan sosialisasi yang masih kurang baik. Kurangnya peran kader dalam memberikan
penjelasan informasi mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai kejelasan program yang
dijalankan masih belum baik. Ketidajelasan informasi yang sampai kemasyarakat akibat kurangnya
sosialisasi dan keingintahuan masyarakat tentang program. Selain itu konsistensi dari waktu
pelaksanaan juga tidak konsisten yang berpengaruh juga pada informasi yang diterima, masyarakat
bingung maksud dan tujuan dari program tersebut apakah untuk makan siang, makan malam, atau
kudapan. Kedua, Sumber daya manusia tepatnya pada indikator sumber daya manusia dan anggaran
pada penyelenggaraan masih belum baik. jumlah sumber daya yang ada masih kurang karena program

hanya dijalankan oleh dua orang kader saja, kemudian tidak ada pelatihan lebih lanjut untuk
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meningkatkan kompetensi kader. Anggaran dana yang disediakan hanya cukup untuk operasional 15
hari sementara masyarakat mengharapkan waktu pelaksanaan lebih lama, selain itu juga tidak ada
anggaran untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara program. Adapun Faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan program pemberian makanan tambahan di Desa Ujung Murung
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat dua faktor, yaitu faktor
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung implementasi program pemberian makanan
tambahan di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah
tanggung jawab yang baik dari penyelenggara. Faktor penghambat implementasi program pemberian
makanan tambahan di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Utara yang Pertama, Koordinasi . Kedua, Mindset masyarakat Mengenai Stunting.
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